
 

  

BERITA NEGARA 
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Penarikan. 
 

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENARIKAN ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN 

LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

DARI PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dana tugas 

pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Malaka sesuai 

Surat Bupati Malaka Nomor Horta.180/24/III/2016, 

tanggal 31 Maret 2016, perihal Permohonan Pembatalan 

Dana TP Kegiatan Tanggul/Tembok Penahan Kali 

Motamasin, perlu menarik Dana Tugas Pembantuan 

Lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan Lingkup 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dari Pemerintah 

Kabupaten Malaka; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan tentang Penarikan Alokasi 

Dana Tugas Pembantuan Lingkup Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan dari Pemerintah Kabupaten Malaka; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4925); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan; 

6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas 

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44); 

7. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan 

Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589); 

8. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Urusan dan 

Penugasan Pengelolaan Perbatasan Negara Lingkup 
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Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 

2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 549); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA 

PERBATASAN TENTANG PENARIKAN ALOKASI DANA TUGAS 

PEMBANTUAN LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA 

PERBATASAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA. 

 

Pasal 1 

(1) Menarik alokasi Dana Tugas Pembantuan Lingkup Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2016 

dari Pemerintah Kabupaten Malaka. 

(2) Aloksi dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa paket pekerjaan pembangunan 

tanggul/tembok penahan Kali Matamasin di Kecamatan 

Kobalima Timur dengan anggaran sebesar 

Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 2 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juni 2016 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

SELAKU 

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,  

 

ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 8 Juni 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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